
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.01.07/MENKES/504/2024 

  TENTANG 

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

diperlukan ketersediaan darah atau komponennya yang 

cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau 

oleh masyarakat;  

b. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan darah yang

berkesinambungan serta untuk menghasilkan darah

transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas,

dapat dikenakan biaya pengganti pengolahan darah yang

besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5197);
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3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

156); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.  

 

KESATU  :  Menetapkan biaya pengganti pengolahan darah paling banyak 

sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu 

rupiah) per kantong.   

KEDUA  : Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU merupakan biaya yang digunakan 

dalam proses pengelolaan darah untuk menghasilkan darah 

transfusi dan/atau komponennya yang aman sesuai standar, 

dalam jumlah yang cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan 

yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba. 

KETIGA : Besaran biaya pengganti pengolahan darah dalam program 

jaminan kesehatan nasional dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif 

pelayanan jaminan kesehatan nasional.  

KEEMPAT : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan 

dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan biaya 

pengganti pengolahan darah berdasarkan kewenangan 

masing-masing, serta dapat berkoordinasi dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 20 Maret 2024    

MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA,  

ttd. 

    BUDI G. SADIKIN 
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